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tangan pemerintah pusat,17

Keseluruhan kebijakar} yang dibuat dan dilaksanakan oleh
daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
perbedaannya, terletak pada Pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi,

daya saing, dan kreativitag daerah yang diharapkan mampu

mendukung  pencapaian  tujuan pembangunan nasional secara
keseluruhan.

Penentuan luas sempitnya penyelen
dan mengurus urusan-urusan daerah
melingkupi hubungan kekuasaan
daerah, yang antara
hubungan keuangan, h

Bgaraan wewenang mengatur
ditentukan oleh faktor yang
(gezagsverhouding) pusat dan
lain mencakup: hubungan kewenangan,

: ubungan pengawasan, dan hubungan yang
timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.!8

kewenangan yang dimaksud ialah hak untuk melakukan sesuatu
tindakan dalam batas-batas tertentu berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan memilik
arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
karena merupakan dasar utama untuk setiap tindakan dan
perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan yang ada
disuatu negara. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka
berbagai tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh
setiap tingkat pemerintahan dapat dikategori tindakan dan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas pemerintahan
yang baik.'?

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi adalah hubungan
bertingkat. Gubernur menjalankan pemerintahan di wilayah
provinsi berdasarkan asas deckonsentrasi yaitu pelimpahan
kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi
bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan.?

;Fc.p Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modem, Terjemahan, Nusa Media,
’sd‘lfi'.l:xgﬁfont?bgnhnmgls}l:, Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan

Daerah dglam peraturan Daerah (Studi Priode Era Otonomi Seluas-lu-asnya)
Disertas; : Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2011, h.
2. Masi, Yogyakarta: Program Pascasarj

L ‘ Wewenang Mengatur Urusan

E baningsih, Aktualisasi Pengaturan ’

Daerahngﬁlg;r Peranf:an' Daerah (Studi Priode Era Otonomi Seluas-lu-asnya)
Disertasi, yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2011, h.
86-87, :

“ Laica Marzuki, (2005), Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Jakarta:
k%ﬂmal Press, h, 124,
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5(‘I1d_iri- Daera_h otonom juga tu‘rut mengatur dan mengurus hal-hal
sentral  (medebewind), pemerintah pusat tetap mengendalikan
ktfli;;:li?nE;S‘Ea‘zasazsghﬁﬁap daerah-daerah otonom tersebut.

g-Undang Dasar 1945 adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik, konsekuensi bentuk negara
kesatuan adalah adanya pembagian kekuasaan secara vertikal
yaitu adanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal
pembagian ke-kuasaan secara vertikal, dilakukan dengan asas
otonomi, tetapi oton.omi disini bersifat relatif bukan seperti negara
federal yang otonommya' bersifat absolut. Kaitan dengan pembagian
kekuasaan secara vertikal, pastilah memiliki hubungan antara
pemerintah  pusat dengan pemerintah daerah dalam hal
“kewenangan”. Regulasi mengenai peraturan pemerintah daerah
sendiri sudah bergonta-ganti mulai dari orde baru sampai pasca
reformasi. Sehingga mengenai hubungan kewenangan antara
pemerintah pusat dengan daerah pada setiap era itu memiliki corak
dan model yang berbeda.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan
mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini
tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses
desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari
tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya
sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi
semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke
tingkat pusat maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya
kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan
bergerak sebaliknya, yaitu dari daerah ke pusat.?*

Menurut Sirajuddin dan winardi, hubungan kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah dalam sisten? negara kessftuafz
berimplikasi kepada lahirnya konsep sentralisasi dan deun@mm.
Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah

(politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud
Pemerintah pusat adalah Presiden dan para menteri. Jika suatu
negara memusatkan semua kewenangan pemerintahanya ‘pada
tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi kepada pejabat-

E—___,;' titusi dan Konstitusionalisme Indonesia,
{;'J {m{mﬁ'ﬁmxﬁleimﬁ"’m “dan Pusat Studi Hukum Tata Negara
akultas Hukum UI,2004) him. 218
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pemerintahan dalam hubungannya antara pemerintah pusat dan
daerah. Pola simetris ditandai oleh adanya hubungan simetris antar
setiap daerah dengan pemerintah pusat yang didasarkan pada
jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sedangkan dalam pola
asimetris, satu atau lebih unit pemerintahan lokal memiliki derajat
kekuasaan dan otonomi yang berbeda. Hal ini ditandai dengan tidak
seragamnya pengaturan muatan kewenangan antar daerah.

Secara etimologis perkataan otonomi berasal dari bahasa latin
yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan.
Berdasarkan pemahaman ini, otonomi dapat diartikan sebagai
pengundangan sendiri (zelfwetgeving) atau pemerintahan sendiri
(zelfbestuurs).®® Hal ini sesuai pula dengan pendapat Amrah
Muslimin,?* bahwa Otonomi berarti “pemerintahan sendiri”.

Menurut Osborne dan Gaebler, dilihat dari pelaksanaan fungsi
pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu idealnya menunjuk-
kan:®® 1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel
dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan
efektif dan efisien; 3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral
yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Mendasarkan pada pandangan Osborne dan Gaebler tersebut,
aspek fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi ukuran ideal
pelaksanaan otonomi, sehingga pembagian urusan pemerintahan
konkuren antar tingkat pemerintahan daerah harus dilakukan
dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan aspek-aspek
fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi. Dengan kata lain, jika suatu
kewenangan pemerintahan akan lebih fleksibel, efektif dan efisien
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka sebaiknya ke-
wenangan tersebut diberikan pada pemerintah kabupaten/kota dan
bukan pemerintah provinsi. Sebaliknya, jika suatu kewenangan
pemerintahan akan lebih fleksibel, efektif dan efisien dilakukan oleh
pemerintah provinsi maka sebaiknya kewenangan tersebut diberikan
pada pemerintah provinsi dan bukan pemerintah kabupaten/kota.

# Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Da Medi
Sarana Press, Jakarta, 1987.hal.9. AL vk e it
Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Da Al i,
Bar;glung, 1982;;0 h. 6. i P
David Osborne-T aebler, Reinventing Government, A Plume Book, New
York, 1993, hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah
mugau dan Problematika, cet-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013,
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